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Abstrak
 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelengaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai

salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan Negara dalam

Pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan negara. Penting dan strategisnya peran serta sektor

perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat Anggaran Belanja Negara (APBN) dan

Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase

sumbangan pajak dari tahun ke tahun. Agar pungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan masyarakat maka

perlu suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal. Legalitas dalam hal ini adalah dengan menyandarkan

pungutan pajak melalui Undang-Undang. Tanpa undang-undang, pemungutan pajak tidak mengikat

masyarakat tidak sah. Oleh karena pemungutan pajak untuk kepentingan rakyat, maka pemungutan pajak

haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD

1945 yang telah diamandemenkan dalam Pasal 23A amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945, yang

berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang?. Telah terjadi perubahan besar dalam sistem perpajakan Official Assesment ke Self Assesment

maka pada pelaksanaan pemungutan pajak, adakalanya terjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak

dengan Fiskus. Perbedaan antara Wajib Pajak dan Fiskus terjadi karena tidak dapat titik temu dalam persepsi

penafsiran peraturan perundang-undangan penghitungan serta penerapan peraturan perundang-undangan

secara jelas. Perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus inilah yang dapat menyebabkan

terjadinya sengketa pajak. Sengketa pajak perlu diselesaikan perlu diselesaikan secara adil dengan prosedur

dan proses yang cepat, murah, sederhana, serta memberi kepastian hukum. Disinilah eksistensi Pengadilan

Pajak sangat diperlukan agar keadilan dalam hal membayar pajak dapat ditegakkan.

 

Berkembangnya rasa tidak percaya masyarakat pada saat ini terhadap penegakan hukum sengketa pajak di

pengadilan pajak serta masih adanya dualisme dalam kedudukan Pengadilan Pajak, mendorong Penulis

untuk melakukan penelitian sampai sejauh mana upaya hukum Wajib Pajak dalam mencapai rasa keadilan

dan untuk mengetahui eksistensi kedudukan Pengadilan Pajak apakah telah sesuai dengan konstitusi dasar

UUD1945.

<hr>Tax constitutes a very important source of income for the state for the administration of the government

and for the implementation of national development. Therefore, the Government positions taxation

obligation as one of materializations of state obligation which constitutes a means in the financing the State

in the National Development for the achievement of state goals. The importance and strategic participating

role of taxation sector in the administration government can be observed from the State Revenue and

Expenditure Budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN]) and the Draft APBN of every year

presented by the government, which is, the increase of percentage of contribution from year to year. In order

that tax collection does not violate the of justice of the society, then, it is necessary to have a legal coercive
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effort. Legality in this matter is to underlay tax collection on a Law. Without a law, tax collection will not

bind the society and will be illegitimate. Since tax collection is carried out for the interest of the people,

then, tax collection must firstly be approved by its people, as stated in Article 23 paragraph (2) of the 1945

Constitution which has been amended in Article 23A of the 3rd Amendment to the Constitution, which reads

as follows ?Tax and other coercive levies for the needs of the state will be stipulated by law?. There has

been a major change in the taxation system, from Official Assessment system to Self Assessment system,

consequently in the implementation of tax collection sometimes there are difference of opinions between the

Taxpayer and the Fiskus [Tax Officials]. The difference between Taxpayer and Fiskus takes place because

there is not any common perspective in the perception for the interpretation of statutory regulations with

regard to the calculation as well as the implementation of statutory regulations in a clear manner. This

difference of opinion between Taxpayer and Fiskus could cause the occurrence of tax dispute. Tax dispute

needs  ettled fairly in a prompt, economical, simple procedure and process as well providing legal certainty.

At this point, the existence of Tax Court is greatly needed in order that justice in tax payment can be

enforced.

 

The current developing sense of distrust of the society towards the law enforcement of tax dispute at tax

court as well as the continuing presence of dualism with regard to the position of Tax Court encourage the

Writer to carry out research to discover to what extent the legal effort of Taxpayer in striving to achieve his

sense of justice and in order to discover the existence of the position Tax Court, whether it has already in

conformity to the 1945 Constitution.


